KONSEP PERJANJIAN

Perjanjian yang baik secara hukum bukan hanya memenuhi ketentuan hukum perjanjian saja tetapi juga harus memperhatikan segi-segi lainnya, seperti misalnya apakah suatu perjanjian dapat dipakai sebagai bukti secara hukum, atau bagaimana agar dapat menuntut pihak lawan yang tidak memenuhi prestasinya.

Secara umum, perjanjian terbagi dalam bagian-bagian sebagai berikut :

1)     Judul perjanjian
2)     Pembukaan
3)     Pihak-pihak dalam perjanjian
4)     Recital
5)     Isi perjanjian
6)     Penutup

Dalam pembuatan suatu perjanjian, judul dari perjanjian tersebut harus selaras dengan isi perjanjian, dimana judul perjanjian akan sangat berpengaruh dalam penentuan peraturan hukum mana yang mengatur perjanjian tersebut. Misalnya, jika suatu perjanjian mempunyai judul “perjanjian Sewa Menyewa”, maka perjanjian itu tunduk dan diatur oleh peraturan hukum perjanjian sewa menyewa. 

Kata pembukaan dalam suatu perjanjian dapat berisi tanggal pembuatan perjanjian dan bila tanggal pembuatan perjanjian ini tidak diletakkan di awal, maka tanggal perjanjian itu diletakkan di akhir perjanjian.

Kata-kata pembukaan suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

Perjanjian …..ini dibuat (dan ditanda tangani) pada tanggal…bulan…, tahun dua ribu, oleh dan antara :
atau dapat juga disusun sebagai berikut : 

Pada hari ini,……, tanggal… bulan… tahun……, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Dalam hal tanggal pembuatan perjanjian dibuat di akhir kalimat, maka kata-kata pembukaan suatu perjanjian dapat disusun sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
atau :

Perjanjian …… ini dibuat oleh (dan antara):
atau :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
atau :

Perjanjian …… ini telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :
atau :

Kami yang membuat dan menandatangani perjanjian …… ini :
atau :

Para pihak (pihak-pihak) dalam perjanjian ……. ini adalah :

Subyek yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek hukum, yang secara hukum terbagi atas :

1.     Orang pribadi 

2.     Badan hukum. 

Dalam hal subyek hukumnya merupakan badan hukum, maka badan hukum ini bertindak dalam perjanjian melalui wakil-wakilnya. Ketentuan mengenai siapa saja wakil dari badan hukum tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dari masing-masing badan hukum tersebut. Menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, di dalam badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka yang mewakili perseroan dalam hal pembuatan perjanjian dengan pihak luar adalah direktur. Hal ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang PT (pasal 82). 

Subyek hukum orang pribadi yang berlaku sebagai salah satu pihak di dalam perjanjian dapat ditulis sebagai berikut :

AA, yang beralamat di Jl. XYZ No. 1 Jakarta-Pusat, 10320, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
Sedangkan subyek hukum yang berupa badan hukum di dalam suatu perjanjian ditampilkan sebagai berikut :

PT X, didirikan menurut hukum Indonesia, dengan tempat kedudukan di Jl. ABC no. 1, Jakarta-Pusat 12345, selanjutnya disebut pihak kedua.
atau jika wakil dari badan hukum tersebut hendak dijabarkan di dalam perjanjiannya, maka dapat ditulis sebagai berikut :

PT X, berkedudukan di Jakarta-Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AA dan BB yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai direksi karena itu sah bertindak untuk atas nama PT X, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Recital

Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan. Dalam Recital ini biasanya juga dicantumkan tentang sebab masing-masing pihak, hal ini berguna karena Sebab merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. 

Recital ini umumnya dimulai dengan kata “bahwa”. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Recital di dalam suatu Perjanjian Leasing sebagai berikut :

Bahwa, atas permintaan Penyewa, yang Menyewakan setuju untuk membeli/telah membeli peralatan yang diuraikan di bawah ini untuk disewakan kepada Penyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Selain contoh recital diatas, dapat pula diambil contoh recital dalam perjanjian kerja sebagai berikut :

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak, maka Pihak Pertama menyetujui untuk mengadakan hubungan kerja dengan Pihak Kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal….. sampai dengan tanggal……… 

Isi suatu perjanjian mencakup banyak hal karena dalam tiap bagian di dalam isi suatu perjanjian diperinci prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Pembukaan

Pembukaan dari isi perjanjian pada umumnya berisi hal-hal berikut ini :

Kedua belah pihak telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

atau :

Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

atau  :

Para pihak terikat dengan ketentuan dan persyaratan tersebut di bawah ini :

Di dalam suatu isi perjanjian (bagian terms), terdapat klausula-klausula umum  yang berguna untuk menentukan apakah telah terjadi kelalaian dari para pihak. Bagi perjanjian yang di mana waktu adalah begitu penting sehingga bila terjadi keterlambatan pelaksanaan perjanjian maka prestasi itu sudah tidak berguna lagi bagi para pihak. Dalam hal ini,  maka dibutuhkan pencantuman klausula Time is of the essence (Klausul Dasar Waktu), yang secara umum berbunyi sebagai berikut :

Waktu pengiriman merupakan bagian yang terpenting dari kontrak ini. Buyer (Pembeli) berhak untuk menolak barang dan untuk membatalkan semua atau salah satu bagian dari pesanan ini bila Seller (Penjual) gagal mengirimkan barang sesuai dengan masa pemesanan ini.
Sedangkan bagi perjanjian yang di mana waktunya tidak terlalu penting tetapi kreditur ingin membatasi jangka waktu dari pelaksanaan prestasi debitur, maka dalam perjanjian ini perlu dicantumkan klausula Default (Wanprestasi) yang contohnya sebagai berikut :

Jika pihak pertama (dalam hal ini disebut “defaulting party’) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan ini, pihak kedua (dalam hal ini disebut ‘aggrieved party) berhak untuk mengirimkan peringatan tertulis kepada pihak pertama dengan menyebutkan kewajiban yang tertera dalam perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh pihak pertama dan dengan menyebutkan bahwa pihak kedua akan memutuskan Perjanjian ini jika kegagalan tersebut terus berlanjut. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak dikeluarkannya pemberitahuan tertulis kegagalan tersebut tidak diperbaiki, pihak kedua berhak untuk segera memutuskan Perjanjian ini. Pemutusan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak dikeluarkannya pemberitahuan pemutusan hubungan secara tertulis dari  pihak kedua kepada pihak pertama.
Sehubungan dalam klausula default ini disebutkan juga tentang surat pemberitahuan, maka dalam perjanjian kiranya juga perlu dicantumkan tentang Notices Clause (Klausula Pemberitahuan) agar penyampaian surat pemberitahuan itu tidak menjadi masalah. Contoh dari Notices Clause adalah sebagai berikut :

a.   Semua pemberitahuan yang diberikan yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis dan dalam Bahasa Inggris  dan bisa dikirimkan lewat surat tercatat, kabel, telex, telefax atau bentuk telegraf lainnya, dan dikirimkan ke alamat berikut (kepada masing-masing pihak berikut ini):
Seller : …………………………………
Buyer : …………………………………
b.   Salah satu pihak boleh mengganti alamatnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan memberitahukan alamat yang baru kepada pihak yang lain secara tertulis.
c.   Surat pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak surat pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak yang dikirimi dengan ketentuan bahwa surat pemberitahuan yang dikirimkan dengan surat tercatat tersebut dianggap telah diterima sepuluh (10) hari sejak surat tersebut dikirimkan oleh pihak pos di negara tempat pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut berdomisili.   
Pilihan Hukum

Dalam hal para pihak menghendaki agar perjanjian mereka diatur dan diartikan dengan suatu undang-undang tertentu, maka agar tidak terjadi penafsiran yang salah sebaiknya hukum yang akan dipakai itu ditegaskan dalam perjanjian dengan mencantumkan klausula ‘Pilihan Hukum’atau Choice of Law yang contohnya dapat berupa kalimat sebagai berikut :

perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa Pihak II  bebas untuk mengambil tindakan hukum pada Pengadilan-Pengadilan di Republik Indonesia atau di tempat lain untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dengan cara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah dan uang yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini.

Klausula Arbitrase (Arbitration Clause)

Mengingat berperkara di Pengadilan Negeri adalah begitu lama dan mungkin akan memakan biaya yang tidak sedikit, maka para pihak demi menghindari agar tidak diadili oleh pengadilan negeri, perlu mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian mereka. Mengenai arbitrase sendiri, ketentuan yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 30 tahun 1999. 

Contoh dari klausula arbitrase yang diusulkan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah sebagai berikut :

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut
Pemakaian hukum acara Arbitrase tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 

Klausula Domisili 

Mengingat bahwa seseorang harus dituntut pada Pengadilan Negeri di mana orang tersebut bertempat tinggal secara hukum, maka dalam suatu perjanjian kiranya juga perlu mencantumkan suatu klausula domisili. Sehingga bila terjadi sesuatu masalah yang berhubungan dengan perjanjian itu, maka orang tersebut dapat dituntut di pengadilan negeri sesuai dengan pemilihan domisili (tidak perlu di tempat tinggalnya karena mungkin tempat tinggalnya ada di luar kota).

Contoh dari klausula Domisili adalah sebagai berikut :

Tentang persetujuan ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.
Di dalam hal timbul perselisihan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Klausula Perjanjian Menyeluruh (Merger Clause)

Merger clause (Klausula Perjanjian Menyeluruh) berguna agar pernyataan para pihak yang sebelumnya yang mungkin dimaksudkan untuk tidak dijadikan bagian dalam Perjanjian itu tidak ditafsirkan sebagai bagian (term) dari perjanjian itu. Contoh merger clause adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kredit ini merupakan keseluruhan ketentuan dan syarat yang disepakati para pihak dan perjanjian ini menghapuskan dan membatalkan dalam segala hal semua pernyataan atau janji terdahulu, bila ada, yang tidak dimasukkan ke dalam perjanjian ini. 
Klausula Pelepasan (Waiver Clause)

Klausula Pelepasan (Waiver Clause) berguna agar dalam terjadi kelambatan atau kekurangtegasan dari pihak kreditur tidak ditafsirkan sebagai pelepasan haknya. Contoh klausula pelepasan dapat dilihat dari contoh perjanjian kredit sebagai berikut:

Dalam hal terjadi ketidaktaatan, ketidakpastian, kelambatan atau kesabaran oleh Bank dalam melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit ini atau pemberian waktu oleh Bank kepada Debitur, maka hal ini tidak akan mengurangi, mempengaruhi atau membatasi hak-hak dan ketentuan-ketentuan dari Bank berdasarkan Perjanjian ini dan suatu pelepasan oleh Bank atas suatu pelanggaran tidak akan berlaku sebagai suatu pelepasan dari pelanggaran kemudian atau yang terus berlangsung.

Klausula Force Majeure

Klausula ini merupakan penegasan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya suatu prestasi karena terjadinya hal-hal yang di luar kesanggupan atau kesalahan para pihak, maka keadaan tidak dipenuhinya perjanjian itu bukan dianggap pengingkaran dari perjanjian tersebut. Klausula Force Majeure dapat dicontohkan sebagai berikut :

Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab bila tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat timbulnya perang, pertukaran atau perubahan peraturan atau karena adanya force majeure. 
atau :

a.     Jika Salah satu pihak menunda pelaksanaan salah satu atau semua kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian ini (selain melakukan pembayaran yang dituntut darinya sebagaimana dituntut oleh perjanjian ini) karena satu atau sejumlah sebab yang berada di luar kemampuannya, pihak tersebut tidak akan dianggap bersalah atau melanggar perjanjian karena penundaan itu, dan waktu pelaksanaannya akan dianggap diperpanjang sesuai dengan waktu penundaan yang dapat diterima. 

b.     Pihak yang terkena penundaan tersebut wajib berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi sebab (sebab-sebab) penundaan seperti itu, wajib memberitahukan pihak lainnya secepat mungkin, dan secepatnya meneruskan pelaksanaan tersebut setelah penyebab (penyebab-penyebab) penundaan tersebut diatasi. 
c. Bila ternyata penundaan itu terus berlangsung lebih dari tiga bulan berturut-turut, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan pun setelah masa tiga bulan penundaan itu berakhir dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis atau dengan telex, sementara sebab (sebab-sebab) penundaan tersebut belum dapat diatasi. Bila memang penundaan tersebut terjadi, dipahami dan disepakati bahwa Pembeli akan mengganti ongkos dan biaya yang sudah menjadi kewajiban atau sudah dikeluarkan oleh Penjual sehubungan dengan semua kerja dan layanan yang sudah dilakukannya menurut Perjanjian ini sebelum tanggal penghentian tersebut. Pembeli setuju untuk mengganti ongkos dan biaya tersebut segera sesuai dengan jumlah yang terdapat pada faktur dari Penjual yang diserahkan segera setelah penghentian perjanjian tersebut. 

Price and Payment Terms

Dalam hal suatu perjanjian dibuat oleh para pihak yang berasal dari negara yang berlainan, maka perlu diperhatikan istilah-istilah perdagangan internasional yang diatur dalam Incoterms 2000 dan hal yang perlu diperhatikan tentang Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP).

Dalam hal para pihak menghendaki agar perjanjian mereka diatur dan diartikan dengan suatu undang-undang tertentu, maka agar tidak terjadi penafsiran yang salah sebaiknya hukum yang akan dipakai itu ditegaskan dalam perjanjian dengan mencantumkan klausula ‘Pilihan Hukum’atau Choice of Law yang contohnya dapat berupa kalimat sebagai berikut :

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa Pihak II  bebas untuk mengambil tindakan hukum pada Pengadilan-Pengadilan di Republik Indonesia atau di tempat lain untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dengan cara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah dan uang yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini.

Kata-kata penutup perjanjian umumnya dicantumkan sebagai berikut :

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup merupakan dokumen asli, satu rangkap untuk pihak pertama dan lainnya untuk pihak kedua, serta 2 (dua) rangkap lagi yang tanpa meterai adalah merupakan tindasan untuk pihak-pihak yang memerlukannya.
Dalam hal di pembukaan perjanjian belum disebutkan tanggal pembuatan perjanjiannya, maka dalam kata-kata penutup ini baru disebutkan tanggal pembuatan perjanjian maka dalam penutup ini baru disebutkan tanggal pembuatan perjanjian tersebut, yang umumnya berbentuk sebagai berikut :

Demikianlah perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 Januari 2000 dengan rangkap 4 (empat) .. dan seterusnya.

Selain format di atas, perjanjian juga ada yang ditutup dengan suatu pasal penutup dan biasanya digabung dengan klausula domisili atau dapat juga suatu perjanjian tanpa ada kata-kata penutupnya tapi langsung menyebutkan :

Ditandatangani untuk dan atas nama Pembeli, PT ABC, oleh : 






(cap perusahaan)     (tandatangan)












(…Nama…)

Ditandatangani untuk dan atas nama Penjual, PT XYZ, oleh :









(cap perusahaan)
     (tandatangan)












(…Nama…)

Saksi-saksi :

1.      ………………………………………(…Nama…)

2.      ………………………………………(…Nama…)

Penutup perjanjian dapat pula berbentuk seperti format di bawah ini :







Jakarta, 3 Februari 2000.

Pihak Kesatu : 



Pihak Kedua :

PT ABC (cap perusahaan)


PT XYZ (cap perusahaan)

(Nama)




(Nama)

(Direktur)



(Direktur)




Saksi-saksi :

1.      ……………………………………………. (…Nama…)

2.      ……………………………………………. (…Nama…)

Selain kedua bentuk di atas, dapat pula berbentuk sebagai berikut :

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua pihak dalam keadaan sadar segala akibat hukumnya.

Pembeli :




Penjual:

(Tandatangan)




(Tandatangan)

(cap perusahaan)




(cap perusahaan)

(Nama)





(Nama)

Bea Meterai

Bea Meterai adalah suatu pajak yang dikenakan atas suatu dokumen (Pasal 1 ayat 1 UU No. 13/1985). Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata adalah merupakan dokumen yang terkena bea meterai sebesar Rp. 4000,-

Bukti pelunasan bea meterai adalah benda meterai yang terdiri atas :

1.      Meterai tempel;

2. Kertas meterai; 
